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P U T U S A N 

Nomor 209 K/Ag/2024 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus 

sebagai berikut dalam perkara:      

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Jember; 

Pemohon Kasasi; 

  L a w a n 

TERMOHON, bertempat tinggal Kabupaten Jember, dalam 

hal ini memberi kuasa kepada: Sofiatul Jannah, S.H.I. dan 

kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mataram Nomor 01 

Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023; 

Termohon Kasasi; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,          

memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (PEMOHON) 

terhadap Penggugat (TERMOHON); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; 

Subsider 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya; 

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama 

Jember dengan Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 24 Juli 2023 

Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah, kemudian 

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan 
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Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 11 September 2023 

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah; 

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2023, kemudian 

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 

Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Jember,  permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat 

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut 

pada tanggal 20 Desember 2023; 

 Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 5 

Oktober 2023 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Jember pada tanggal 20 Desember 2023, dengan 

demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh  karena itu permohonan kasasi 

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

 Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan 

bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat 

formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan 

kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan 

ke Mahkamah Agung; 

 Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya 

berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman),  

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang 

perkawinan dan Pemohon Kasasi memperoleh izin untuk berperkara secara 

cuma-cuma (prodeo), maka dalam tingkat kasasi Pemohon Kasasi 

dibebaskan dari biaya perkara; 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

 Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PEMOHON, 

tersebut tidak dapat diterima; 

 Membebaskan kepada Pemohon Kasasi dari biaya perkara pada 

tingkat kasasi; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, 

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari i tu juga oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., 

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. 
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Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis, 

 

                Ttd.                                                              Ttd. 

 

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.   Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 

 

                Ttd. 

 

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. 

 

  Panitera Pengganti, 

 

                                                                                   Ttd. 

 

 Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. 

 

 

Untuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 

A.n. Panitera 

Panitera Muda Perkara Agama 

 

 

 

 

              Dr. Musthofa, S.H., M.H. 

NIP. 196904151993031003 

 

 

 

Biaya-biaya Kasasi: 

1. M e t e r a i ...........................  Rp 10.000,0  Rp 500.000,00 
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